
 

 

 

GUBERNUR PAPUA 
PERATURAN GUBERNUR PAPUA 

NOMOR 6 TAHUN  2025 
TENTANG 

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA  

TAHUN ANGGARAN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR PAPUA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab IV huruf e 
angka 1 huruf 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Kepala Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum menyetujui bersama 
rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah atau menetapkan rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah setelah dimulainya tahun anggaran setiap 
tahun, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah 
mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi 
sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya; 

b. bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi 
pembayaran gaji dan tunjangan serta untuk kelancaran 
pelaksanaan kegiatan dan operasional Pemerintah Provinsi 
Papua, perlu dilakukan pengeluaran kas guna membiayai 
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib 
melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur Papua tentang Pengeluaran Daerah Mendahului 
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Papua Tahun Anggaran 2025; 
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Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di 
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2907); 

2. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999  tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6697); 

4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENTANG 

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Provinsi Papua. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua. 
3. Gubernur adalah Gubernur Papua. 
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4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris 
Daerah Provinsi Papua. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah 
berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah. 

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 
yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh SEKDA yang 
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah 
dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana 
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang 
diberi wewenang dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan batas 
kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. 

15. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran SKPD yang terkait 
fungsi penanggulangan bencana dan bendahara pengeluaran SKPD yang 
terkait dengan urusan penunjang pengelolaan keuangan daerah. 

16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan 
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 
SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD 
yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 
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18. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada SKPD.  

19. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja 
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran 
untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat 
daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai 
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan 
melalui mekanisme pembayaran langsung. 

20. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan 
uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan 
APBD yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan dengan batas waktu 
dalam 1 (satu) bulan. 

21. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran 
Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas 
dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya 
melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. 

22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD. 

24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang 
digunakan untuk penerbitan SP2D atas Beban pengeluaran DPA-SKPD. 

25. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat 
SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas 
Beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat 
menggunakan LS dan Uang Persediaan. 

26. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS 
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas Beban 
pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.  

27. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan SPP atas 
pelaksanaan APBD. 
 

BAB II 
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI 

Pasal 2 
 
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengeluaran Daerah 
mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Papua Tahun Anggaran 2025. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
    Plt. KEPALA BIRO HUKUM, 
 
 
NELWAN SAGRIM, SH., M. Hum 
  NIP. 19741205 200212 1 007 

 

Pasal 3 
 

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk membiayai belanja pegawai yang telah 
dialokasikan setiap bulan pada tahun anggaran. 
 

Pasal 4 
 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan belanja 
dalam bentuk gaji, tunjangan, uang representasi, tunjangan pimpinan dan 
anggota DPRD serta MRP, Gaji Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 5 
 

Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Kepala SKPD selaku Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan SPM-LS dan/atau 
SPM-UP kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Papua mendahului 
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 
Anggaran 2025 untuk penerbitan SP2D. 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. 
 
 

Ditetapkan di Jayapura 
pada tanggal 3 Februari 2025 

 
Pj. GUBERNUR PAPUA, 

CAP/TTD 
              RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si 

         MAYJEN (Purn) 
 

Diundangkan di Jayapura 
Pada tanggal 4 Februari 2025 
   Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua 
                    CAP/TTD 
   YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si 
 
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 NOMOR 6 
 
 
 

 
 

 


